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Abstract 
This research aims to find out and explain the quality of service for prosvectipe pilgrims at 
the ministry of religion in the city of palu. This research is qualitative research. Informants were 
selected by purposive sampling which consisted collection of employees of the Ministry of Religion 
in Palu and 8 Hajj Pilgrims. Data collection cwas observation, interview, and documentation. 
Technique of data analysis was data gathering, data reduction, and data display and 
verification/drawing conclusion. Thery used was from Parasuraman. The research results show 
there are two indicators that are adequate and three have not been good. I. the tangible aspect, 
facilities and infrastructure used in the service of prospective pilgrims are not yet adequate. 2. 
Reliability, accuracy and suitability of procedures in the service have been assessed both the 
service shown by the employee is not target and according to the procedure. 3. Responsiveness, the 
response in service is considered as inadequate in performing service services, the response is slow 
and there are differences in services shown by employees. 4. Ssurance, guarantees are considered 
to be good where employees provide guarantees when leaving to the holy land and guarantee the 
security of prospective pilgrims in the management up to leaving for the holy land. Empathy, 
caring where employees show a caring attitude towords prospective pilgrims in service so that 
communication is established. 




Kota Palu merupakan salah satu Kota di 
Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 
jamaah haji yang cukup banyak. 
Penyelanggaraan pelayanan calon jamaah haji 
di Kota Palu, pengamatan peneliti 
menunjukkan bahwa terdapat permasalahan 
yang cukup serius yang perlu menjadi 
perhatian pemerintah khususnya Kementerian 
Agama Kota Palu dengan berbagai ketentuan 
dan persyaratan yang perlu di penuhi oleh 
calon jamaah haji. Dengan melihat berbagai 
ketentuan dan persyaratan yang harus di 
penuhi oleh calon jamaah haji, 
penyelenggaraan pelayanan belum berjalan 
sesuai dengan harapan calon jama’ah haji,  
dari hal tersebut menyebabkan 
penyelenggaraan belum berjalan dengan 
maksimal dan efektif. 
Pengamatan peneliti, ketidak efektifnya 
pelayanan yang di sediakan oleh Kementerian 
Agama Kota Palu terhadap masyarakat 
sebagai calon jamaah haji yaitu belum 
menyediakan pelayanan khusus bagi calon 
jamaah haji seperti Pelayanan kesehatan  
dimana proses pelayanan kesehatan untuk 
calon jamaah haji di Kota Palu dilakukan 
secara umum di Puskesmas sehingga 
pelayanan memakan waktu berhari-hari. 
Menyimak fakta di atas sangat bertentangan 
dengan prosedur dimana prosedur pendaftaran 
calon jamaah haji BPS BPIH menyerahkan 
lembar ketiga, keempat, dan kelima bukti 
setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian 
Agama Kota Palu paling lambat 2 (dua) hari 
kerja setelah pembayaran BPIH. 
Selama ini penyelanggaraan pelayanan 
calon jamaa haji oleh Kementrian agama Kota 
Palu belum melakukan sosialisasi terhadap 
masyarakat sebagai calon jamaah haji 
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mengenai prosedur dan aturan dalam 
penyelenggaraan pelayanan calon jamaah haji 
serta belum memberikan ketersediaan sarana 
di Kantor Kementerian Agama Kota Palu 
berupa penyampaian  langkah-langkah atau 
standar oprasional prosedur yang harus di 
lengkapi dalam penyelenggaraan pelayanan 
jamaah haji sehingga masyarakat sebagai 
calon jamaah haji tidak merasa kesulitan 
dalam mendapatkan informasi tentang 
pelayanan calon jamaah haji Kota Palu. 
Melihat fakta di atas sangat di harapkan 
Kementerian  Agama Kota Palu untuk dapat 
memberikan kemudahan bagi calon jamaah 
haji khususnya pelayanan sehingga dalam 
pelayanan calon jamaah haji mudah cepat 
sesuai dengan apa yang di harapkan.   
METODE  
Metode penelitian, pada dasarnya 
adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Desain 
penelitian pada hakekatnya merupakan suatu 
strategi untuk mencapai tujuan penelitian dan 
berperan sebagai pedoman atau penuntun 
peneliti pada seluruh proses penelitian.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian 
Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. 
Sugiyono (2011: 11) menjelaskan bahwa 
penelitian Deskriptif adalah penelitian 
kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui 
nilai Variabel mandiri baik satu Variabel atau 
lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan antara 
variabel yang lain. Penelitian ini berusaha 
menjawab pertanyaan bagaimana Pelayanan 
calon jama’ah haji di Kementerian Agama 
Kota Palu.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kualitas Pelayanan Di Kementerian 
Agama Kota Palu 
 
a) Tangibles 
Berdasarkan pernyataan informan, 
diperkuat pengamatan (observasi) peneliti dan 
dokumentasi kualitas pelayanan dari indicator 
tangible dapat disimpulkan belum berjalan 
dengan baik dimana keadaan sarana dan 
prasarana di kementerian agama Kota palu 
masih sangat terbatas dalam menunjang 
penyelenggaraan pelayanan sehingga jamaah 
haji sebagai pengguna jasa dalam pelakukan 
pelayanan merasa kurang nyaman, dari sisi 
penampilan atau kerapian pegawai dalam 
menajalankan tugasnya sudah baik sebagai 
mana penampilan yang di tunjukan pegawai 
negeri sipil pada umunya. Tetapi dengan 
penilaian penampilan yang baik juga sangat 
dipengaruhi oleh keadaan sarana dan 
prasarana yang terbatas sehingga kualitas 




Berdasarkan observasi, wawancara  
kepedulian pegawai terhadap calon jamaah 
haji yang melakukan pelayanan di kemeterian 
agama Kota palu cukup tinggi dimana 
pegawai kementerian agama bukan hanya 
sekedar melayani sebagaimana mestinya 
tetapi pegawai juga mempermudah calon 
jamaah haji melengkapi syarat yang harus 
mereka penuhi. Hal ini menggambarkan 
bahwa dengan rendahnya tingkat tengble yang 
dinilai dari terbatasnya sarana dan prasarana 
bukan menjadi hambatan untuk menilai 
pelayanan dapat di katakana baik dan 
berkualitas.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kualitas pelayanan berdasarkan indicator 
realibilty yang dilihat dari ketepatan 
pelayanan dan kesesuaian prosedur dalam 
pelayanan calon jamaah haji sudah cukup baik 
dimana pelayanan yang di tunjukan pegawai 
kementerian agama sudah tepat pada sasaran, 
dan tindakan pegawai yang mempermudah 
calon jamaah haji dalam memenuhi 
persyaratan yang harus dilengkapi. Adapun 
tindakan pegawai dalam melakukan 
pelayanan suda sesuai dengan prosedur 
sebagaimana mestinya pegawai negeri sipil. 
 






Berdasarkan hasil wawancara, observasi 
peneliti, dan dokumentasi peneliti maka 
responsivitas dapat disimpulkan bahwa 
responsivitas dinilai masih perlu di tingkatkan 
di sebabkan  respon/daya tanggap pegawai 
dalam melayani masih rendah dikarenakan 
lambatnya respon pegawai dalam melakukan 
pelayanan terhadap pejabat maupun 
masyarakat. Adapun dari sisi kemampuan 
pegawai mengenali kebutuhan pejabat dalam 
melakukan pelayanan masih perlu di 
tingkatkan hal tersebut disebabkan masih 
adanya perbedaan pelayanan yang di tunjukan 
pegawai antara pejabat dan masyarakat. 
 
d) Responsivines 
Berdasarkan beberapa wawancara 
informan serta observasi peneliti dapat 
disimpulkan resposivitas yang dinilai dari 
daya tanggap pegawai dalam melayani calon 
jamaah haji masih dapat dinilai rendah. Hal 
tersebut di karenakan penyelenggaraan 
pelayanan di Kementarian Agama Kota Palu 
masih adanya perbedaan pelayanan yang di 
tunjukan pegawai terhadap calon jamaah haji, 
penyelenggaraan pelayanan yang masih di 
pengaruhi oleh keadaan sarana dan prasarana 
yang begitu terbatas serta dengan 
penyelenggaraan pelayanan yang di tunjukan 
oleh kelompok bimbingan Babusalam di 
Kementerian Agama Kota Palu daya tanggap 
pegawai masih dapat dinilai lambat. 
 
e) Asurance 
Berdasarkan hasil wawancara, 
pengamatan (observasi) serta dokumentasi 
peneliti bahwa assurance atau jaminan dapat 
disimpulkan sudah baik dan menjamin sebab 
kementerian agama Kota palu memberikan 
jaminan kepastian waktu pemberangkatan 
ketanah suci berdasarkan kuota setiap tahunya 
dengan harus melunasi setoran awal sampai 
dengan pemberangkatan. Kementerian agama 
juga memberikan jaminan kepastian 
keamanan mulai dari penyetoran di bank 
sampai dengan menuju asrama haji transit 
palu. Jaminan merupakan salah satu prinsip 
pelayanan dalam pelayanan public harus 
diwujudkan agar pemerintah atau organisasi 
dapat memberikan pelayanan yang berkualitas 
dan terjamin. Masyarakat sebagai calon 
jamaah haji berhak menerima jaminan dalam 
sebuah penyelenggaraan pelayanan haji 
karena dengan jaminan yang pasti dapat 
memberikan kepuasan bagi masyarakat 
sebagai pengguna jasa.   
  
f) Empaty 
Dari beberapa pernyataan informan dan 
pengamatan peneliti dapat disimpulkan 
indicator empaty yang dinilai dari kepedulian, 
keramahan dan kesopanan pegawai dalam 
pelayanan di kementerian agama Kota palu 
sudah baik dimana pegawai menunjukan 
sikap peduli terhadap calon jamaah haji dalam 
pelayanan sehingga terjalin komunikasi yang 
lancar antara pegawai dan calon jamaah haji, 
dari sisi keramahan dan kespoanan pegawai 
menunjukan sikap  sopan dan ramah sehingga 
menimbulkan kesan yang positif bagi calon 
jamaah haji. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian pada 
pembahasan tentang kualitas pelayanan di 
Kantor Kementerian Agama Kota Palu 
dengan menggunakan teori Parasuraman, at.al 
(Lapiyoadi, 2001 : 148) dapat disimpulkan 
sebagai berikut Tangble atau sarana dan 
prasarana serta penampilan dalam 
penyelenggaraan pelayanan belum memadai 
sehingga berdampak terhadap kenyaman bagi 
calon jamaah haji dalam melangkapi berkas 
pendaftaran. Realibility ketepatan pelayanan 
dan kesesuaian prosedur sudah cukup baik  
dimana pelayanan yang di tunjukan pegawai 
kementerian agama sudah tepat pada sasaran 
serta tindakan pegawai dalam melakukan 
pelayanan sudah sesuai dengan prosedur 
sebagaimana mestinya pegawai negeri sipil. 
Responsivines daya tanggap dinilai belum 
224 Katalogis, Volume 7 Nomor 3 Septemberi 2019 hlm 221-225          ISSN: 2302-2019 
memadai karena lambatnya respon pegawai 
dalam melayani calon jamaah haji serta 
adanya perbedaan pelayanan antara calon 
jamaah haji. Asurance jaminan sudah baik 
dimana pegawai memberikan jaminan waktu 
pemberangkatan dan jaminan keamanan mulai 
dari penyetoran di bank sampai menuju 
asrama haji transit. Empaty dinilai baik 
dimana pegawai kementerian agama Kota 
palu dimana pegawai menunjukan sikap 
peduli terhadap calon jamaah haji dalam 
pelayanan sehingga terjalin komunikasi yang 
lancar antara pegawai dan calon jamaah haji, 
dari sisi keramahan dan kespoanan pegawai 
menunjukan sikap sopan dan ramah sehingga 




Berdasarkan kesimpulan dari hasil 
penelitian yang telah di kemukakan di atas 
maka dapat di berikan saran-saran yang 
nantinya di harapkan dapat menjadi masukan 
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol. 
1. Dari indicator tangible di sarankan 
ketersediaan sarana dan prasaran perlu di 
tingkatkan untuk mendukung 
penyelenggaraan pelayanan terhadap calon 
jamaah haji di Kota palu.  
2. Perlu Dari indicator reability ketepatan dan 
kesesuaian prosedur di sarankan perlu di 
tingkatkan lagi  
3. Dari indicator responsivines daya tanggap 
idealnya pimpinan memberikan motivasi 
terhadap pegawai agar dapat meningkatkan 
respon yang cepat dalam menanggapi 
calon jamaah haji melakukan pengurusan 
kelengkapan berkas. 
4. Dari indicator assurance seharusnya dari 
pihak kementerian agama melakukan 
pendapingan bagi calon jamaah haji pada 
saat menuju asrama dan transit.  
5. Dari indicator empaty perlu di tingkatkan 
lagi dari sisi kepedulian pegawai terhadap 
calon jamaah haji sehingga memberikan 
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